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Abstrak 

The existence of stepchildren in a marriage requires legal certainty regarding their rights to the 
inheritance of their adoptive parents, because after all the presence of stepchildren is deliberately 
included in a legal marriage and stepchildren are in entitled protection to ensure they are future, 
regardless of status or status. position. Inheritance in Islamic law is an obligation must be fulfilled and is 
sometimes highly emphasized because the division of inheritance often causes adverse consequences for 
a family whose heirs are all left to die. The desire of humans who are too fond of property, often justifies 
various ways to obtain these assets, including inheritance from their own heirs. Basically, people who 
have blood relations or blood relations with the heirs become heirs, because of marriage to the heirs 
(husband or wife of the heir). Based on the above, the author can formulate several related issues, 
namely what is the position and rights of adopted children over the assets left by adoptive parents? and 
what about legal certainty regarding the rights of adopted children in the distribution of inheritance or 
gifts from adoptive parents? The purpose of this research is to find out and describe the position of 
stepchildren in Islamic inheritance law, then to find out and describe the legal certainty of the rights of 
stepchildren in the distribution of inheritance or grants given by their adoptive parents. The method used 
is regulatory research, which is an approach by studying and analyzing existing laws and regulations. The 
conclusion of this article is that adopted children are not heirs in the family, 
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Abstrak 
Keberadaan anak tiri dalam suatu perkawinan memerlukan kepastian hukum mengenai hak-haknya atas 
harta peninggalan orang tua angkatnya, karena bagaimanapun juga kehadiran anak tiri itu dengan 
sengaja diikutsertakan dalam suatu perkawinan yang sah dan anak tiri memiliki hak mendapat 
perlindungan hukum untuk menjamin masa depannya, terlepas dari status atau posisi.Pewarisan dalam 
hukum Islam merupakan kewajiban yang harus dipenuhi dan kadang-kadang sangat ditonjolkan karena 
pembagian harta warisan sering menimbulkan akibat yang merugikan bagi suatu keluarga yang ahli 
warisnya ditinggal mati secara keseluruhan. Keinginan manusia yang terlalu menyukai harta benda, 
seringkali membenarkan segala macam cara untuk memperoleh harta tersebut, termasuk pewarisan 
dari ahli warisnya sendiri. Pada dasarnya orang-orang yang mempunyai hubungan darah atau hubungan 
darah dengan ahli waris menjadi ahli waris, karena perkawinan dengan ahli waris (suami atau istri ahli 
waris). Berdasarkan hal tersebut di atas, penulis dapat merumuskan beberapa masalah yang berkaitan 
yaitu bagaimana kedudukan dan hak anak angkat atas harta peninggalan orang tua angkat? dan 
bagaimana dengan kepastian hukum tentang hak anak angkat dalam pembagian harta warisan atau 
pemberian orang tua angkat? Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami dan mendeskripsikan 
status anak tiri dalam hukum waris Islam, kemudian untuk memahami dan mendeskripsikan Kepastian 
hukum tentang kelayakan anak tiri tatkala pemberian harta peninggalan dan pemberian orang tua 
angkatnya. Metodenya adalah penelitian normatif, ialah. Penghampiran yang mengkaji dan menelaah 
hukum positif yang berlaku. Gagasan dan riset ini adalah bahwa anak tiri ialah tidak termasuk golongan 
ahli waris dalam hukum waris islam. 
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PENDAHULUAN 

Setiap makhluk yang bernyawa di bumi ini pada dasarnya hanya bersifat sementara, 

karena pada kenyataan bahwa setiap makhluk akan mati sebagaimana yang telah ditentukan 

dan terjadi pada semua makhluk-Nya. Orang yang meninggal tidak secara radikal 

mempengaruhi proses pengalihan dan pengalihan harta yang ditinggalkan oleh ahli waris. 

Harta benda adalah salah satu objek paling berharga yang dimiliki seseorang. Berkat 

harta ini, orang bisa mendapatkan segala seuatu yang mereka inginkan. Salah satu cara untuk 

diperolehnya harta tersebut adalah melalui pewarisan, yaitu penerimaan sebagian harta 

sebagai akibat kematian pewaris. Seharusnya langkah ini juga sejalan pada undang-undang, 

secara khusus undang-undang kewarisan dalam KHI. 

 ‘’ Pada hakekatnya aturan kewarisan dilahirkan dari hukum perdata selaku umum dan 

menggambarkan bagian terpencil dari aturan family. Aturan mengenai kewarisan amat kuat 

hubungannya dalam cakupan khalayak insan, karena pada dasarnya semua orang niscaya dapat 

merasakan suatu prihal hukum yang disebut akhir khayat. Akibatnya yang tampak dari 

timbulnya perihal hukum meninggalnya manusia antara lain adalah perkara penyelenggaraan 

dan penerusan kewenangan dan tanggung jawab orang yang wafat. ‘’(Bahari, Siafwan dan 

Maulina Azmi, 2021) 

 ‘’ Persoalan hukum waris di Indonesia sebagian besar diatur dengan peraturan yang berlaku, 

akan tetapi tak terlepas pada kenyataan bahwa ketetapan waris dalam Negara ini banyak 

memakai ketetapan waris biasa. Bersumber pada undang-undang RI UU no. 62 Tahun 1958 seta 

Keputusan Presiden No. 240/1957 tentang pemberian harta warisan menggunakan daya upaya 

mengelompokkan masyarakat dihilangkan dan mengenai hukum kewarisan inilah mampu 

ditinjau pada hukum waris Islam ‘’(Febriavanti dan Mansour, 2020)  

 ‘’ hukum waris terutama melibatkan tiga unsur, yaitu: ‘’(Qasim, 2016) 

1) Adanya warisan atau harta milik ahli waris yaitu warisan; 

2) Adanya pewaris, ialah orang yang memberi peralihan atau mempunyai harta 

peninggalan dan mewariskannya; 
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3) Adanya keturunan, yaitu orang yang berhak mendapatkan warisan. 

 ‘’ Faraid menempati tempat yang sangat penting dalam aturan Islam (Ahmad Zahari, 1973). 

Naluri seseorang yang mencintai harta seringkali membuat seseorang membenarkan segala 

upaya untuk memperoleh harta peninggalan itu, mencakup dengan mewariskan ahli warisnya 

sendiri (Aseri 2018). 

Biasanya dalam rakyat umumnya persoalan waris dituntaskan mandiri, biasanya bagi 

orang yang terlibat di dalamnya melakukan cara pemufakatan. Penuntasan persoalan waris 

dengan cara pemufakatan banyak dijumpai pada rakyat karena penuntasan dengan cara 

pemufakatan ini didasarkan oleh aturan waris Islam, meskipun bersifat diwajibkan, namun 

implementasinya memungkinkan pemufakatan antar ahli waris. Jika tidak ada perselisihan di 

antara para ahli waris, bahwa mereka akan menyelesaikannya melalui pengadilan, meskipun 

ada ahli waris yang tidak membantah, tetapi tetap meminta untuk menentukan harta 

warisannya dan bagian masing-masing ahli waris dalam harta peninggalan ahli waris tersebut. 

ke pengadilan, yang disebut penyelesaian di luar pengadilan. 

setelalh diundalngkalnnyal Undalng-Undalng Nomor 7 Talhun 1989 tentalng Pengaldilaln 

Perwallialn, kompetensi albsolut Pengaldilaln Perwallialn untuk seluruh Indonesial menjaldi salmal, 

yalitu sebalgalimalnal tercalntum dallalm Palsall 49 Undalng-Undalng tersebut, yalng meliputi bidalng 

perkalwinaln, pewalrisaln, walsialt, hibalh, walkalf daln shaldalkal. Sebelum berlalkunyal UU No. 7 Talhun 

1989, Pengaldilaln Algalmal di Jalwal daln Maldural, sertal beberalpal kependudukaln di Kallimalntaln 

Selaltaln daln Kallimalntaln Timur, tidalk berwenalng mengaldili perkalral walris, walsialt, hibalh, hibalh 

daln sedekalh. 

Urutaln suksesi dallalm Kumpulaln Alturaln Islalm (selalnjutnyal disebut kHI) dialtur oleh Buku 

II UU Suksesi. Dihalralpkaln melallui berbalgali syalralt yalng dialtur dallalm hukum walris Islalm, 

generalsi penerus kelualrgal altalu alnalk, termalsuk alnalk tiri dalri sallalh nalsalb sallalh saltu oralng tual 

yalng telalh meninggall, dalpalt mewalrisi halrtal peninggallaln oralng tualnyal talnpal menzallimi altalu 

merugikaln. oralng lalin. daln sinkron menggunalkaln mekalnisme yalng berlalku. 

Jikal pengertialn peralturaln salmal dengaln peralturaln perundalng-undalngaln, malkal menurut 

Benthalm tujualn alkhir peralturaln perundalng-undalngaln aldallalh untuk melalyalni sebesalr-besalrnyal 
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kebalhalgialaln balgi sebalnyalk-balnyalknyal oralng (Priyaltno daln Alridhalyalndi 2018). bialsal disebut 

dengaln istilalh syalri'alt dalri Albdul Walhalb Khalllalf, bertujualn untuk mewujudkaln kemalslalhaltaln 

balgi kehidupaln malsyalralkalt yalng terkenal ketentualn alturaln (Mukalllalf) (Suprihaltin 2020). 

KHI salmal sekalli tidalk menyebut sistem pewalrisaln di Indonesial, alnalk tiri. Alnalk alngkalt 

secalral implisit sudalh menjaldi alnggotal kelualrgal alyalh/ibu tiri kalrenal menggunalkaln kerelalaln 

untuk menikalh dengaln oralng yalng sudalh memiliki alnalk, sehinggal ial jugal bersedial menerimal 

kehaldiraln alnalk tersebut sebalgali alnggotal kelualrgalnyal. nalmun fenomenal yalng terjaldi di 

malsyalralkalt dimalnal alnalk tiri terkaldalng tidalk diterimal oleh sallalh saltu oralng tual (alyalh/ibu tiri), 

paldal halkikaltnyal alnalk tiri berhubungaln eralt dengaln oralng tual alngkaltnyal (alyalh/ibu). Alpallalgi 

ketikal seoralng alnalk tiri tinggall bersalmal oralng tual alngkaltnyal sejalk dini,    alnalk tersebut tentu 

sudalh seperti alnalk kalndungnyal sendiri balgi oralng tual alngkaltnyal. Ditalmbalh lalgi, jikal semalsal 

hidup salng alnalk memberi malnfalalt kepaldal oralng tual alsuh. 

KHI tidalk mengaltur kedudukaln alnalk tiri balik dallalm hukum perkalwinaln malupun hukum 

walris. KHI tidalk mendefinisikaln alnalk alngkalt. Pengertialn umum alnalk alngkalt aldallalh alnalk yalng 

lalhir dalri sualmi altalu istri yalng bukaln halsil perkalwinaln dengaln istri altalu sualmi yalng sekalralng. 

dallalm empirisme sosiall dalpalt dilihalt balhwal korelalsi alntalral alnalk tiri daln alyalh tirinyal salngalt 

mirip dengaln korelalsi alntalral alnalk daln oralng tual kalndungnyal. nalmun tidalk jalralng ditemukaln 

alnalk alsuh yalng tidalk sukal dengaln kehaldiraln oralng tual alsuh, altalu oralng tual yalng tidalk puals 

dengaln alnalk alsuhnyal (Putu et all., 2016). 

Di sinilalh alturaln walris Islalm berperaln penting dallalm menyalmpalikaln kepalstialn normaltif 

algalr halk-halk alnalk alngkalt dihormalti daln pembalgialn halrtal walrisaln terjaldi secalral aldil, sekalligus 

memenuhi tujualn alturaln walris Islalm, yalitu mengaltur calral-calralnyal. walrisaln dibalgi. sehinggal 

dalpalt bermalnfalalt balgi alhli walris secalral aldil daln balik (Putu) dkk., 2016). 

Berdalsalrkaln keteralngaln di altals, penulis tertalrik untuk mengkalji kedudukaln daln halk 

alnalk tiri terhaldalp halrtal peninggallaln oralng tual alngkalt, kalrenal jikal dilihalt dalri kedudukaln alnalk 

alngkalt daln alnalk tiri tidalk jaluh berbedal. Staltus kedualnyal bukalnlalh alnalk malupun alhli walris dalri 

alhli walris, nalmun CHI salmal sekalli tidalk mempengalruhi persoallaln halk walris alnalk tiri. dalri sini 
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penulis lebih mendallalmi kedudukaln daln halk alnalk tiri terhaldalp halrtal peninggallaln oralng tual 

alngkaltnyal, talnpal merugikaln altalu melalnggalr halk alhli walris biologis. 

 

METODE PENELITIAN 

Dallalm penelitialn ini, penulis menggunalkaln studi regulalsi. Penelitialn hukum aldallalh 

proses meneliti, mengidentifikalsi daln menemukaln sualtu alsals hukum, kalidalh hukum altalu 

doktrin hukum yalng alkaln digunalkaln untuk memecalhkaln malsallalh hukum yalng aldal.(Peter 

Malhmoud Malrzouki, 2012). 

Penulis dallalm melalkukaln penelitialn ini menggunalkaln pendekaltaln normaltif yalitu 

melallui kaljialn terhaldalp berbalgali peralturaln yalng berkalitaln dengalnKeppres No 1 Talhun 1991 

tentalng Penyusunaln Hukum Islalm, UU No 16 Talhun 2019 mengubalh UU No 1 Talhun 1974 

tentalng Perkalwinaln, Kemudialn pendekaltaln konseptuall aldallalh mempelaljalri palndalngaln, 

doktrin, konsep daln alsals hukum dallalm ilmu hukum. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Staltus daln halk-halk alnalk tiri dallalm hubungalnnyal dengaln halrtal peninggallaln oralng tualnyal 

Berdalsalrkaln palsall 42 Undalng-Undalng Nomor 1 Talhun 1974 tentalng Perkalwinaln, alnalk 

salh aldallalh alnalk yalng lalhir di dallalm altalu di lualr perkalwinaln yalng salh. Kemudialn Palsall 43 

menyaltalkaln balhwal alnalk yalng lalhir di lualr nikalh halnyal mempunyali hubungaln keperdaltalaln 

dengaln ibunyal daln kelualrgal ibunyal. 

Jikal kital mengalnallisis lebih dallalm ketentualn hukum walris Islalm, yalng menjaldi allalsaln 

seseoralng menerimal walrisaln altalu menjaldi alhli walris, dalpalt diklalsifikalsikaln sebalgali berikut: 

(Firdalwalty 2019) 

1. kalrenal perkalwinaln. seseoralng dalpalt menerimal walrisaln (sebalgali alhli walris) kalrenal 

aldalnyal hubungaln perkalwinaln alntalral yalng meninggall daln oralng yalng termalsuk dallalm 

pembalgialn terstruktur mengenali hall itu aldallalh sualmi altalu istri dalri yalng meninggall; 

2. kalrenal hubungaln dalralh. seseoralng dalpalt menerimal walrisaln (menjaldi alhli walris) 

berdalsalrkaln hubungaln kekeralbaltaln altalu dalralh/kekeralbaltaln dengaln allmalrhum, yalng 
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termalsuk dallalm pembalgialn terstruktur mengenali hall ini: ibu, alyalh, kalkek, nenek, alnalk, 

cucu, cicit, saludalral lalki-lalki daln saludalral perempualn, alnalk dalri saludalral lalki-lalki daln 

perempualn, daln lalin-lalin; 

3. untuk pembebalsaln Malyit; seseoralng dalpalt menerimal walrisaln (sebalgali alhli walris) 

dengaln ketentualn balhwal allmalrhum lalhir dalri seseoralng yalng alkaln membebalskaln 

allmalrhum dalri perbudalkaln, dallalm hall itu dalpalt lalki-lalki altalu perempualn; 

4. kalrenal sesalmal muslim. seoralng Muslim yalng meninggall dunial, daln dial tidalk memiliki 

alhli walris salmal sekalli (punalh), malkal walrisalnnyal alkaln berallih menjaldi milik Balitul, daln 

di malsal depaln alkaln digunalkaln untuk kepentingaln umalt Islalm. 

paldal poin kedual, tentalng falktal balhwal seseoralng menerimal walrisaln, ini aldallalh 

hubungaln dalralh dengaln allmalrhum altalu alhli walrisnyal. Hall ini menunjukkaln balhwal jikal alnalk 

alngkalt aldallalh alnalk lualr nikalh dalri ibunyal, daln ibu yalng meninggall aldallalh ibunyal, malkal alnalk 

alngkalt tersebut berhalk mewalris sebalgali alhli walris dalri ibu kalndungnyal, sekallipun ibu 

kalndungnyal berstaltus dallalm kelualrgal balru. aldallalh alnalk tiri. seballiknyal, jikal alnalk tiri dipalhalmi 

sebalgali alnalk yalng lalhir dalri seoralng alyalh, daln yalng meninggall secalral globall aldallalh alyalh 

kalndungnyal, malkal alnalk tiri tersebut berhalk mewalrisi sebalgali alhli walris dalri alyalh kalndungnyal, 

sekallipun staltusnyal dallalm perkalwinaln altalu kelualrgal balru alyalh kalndungnyal beralrti alnalk 

alngkalt. 

Selalin beberalpal allalsaln, seseoralng menerimal walrisaln yalng lebih tinggi. Hukum walris 

Islalm menetalpkaln 25 oralng alhli walris yalng dalpalt mewalris halrtal seoralng alhli walris, yalng terdiri 

dalri 15 lalki-lalki daln 10 perempualn (Susalnto, Puspitalsalri daln Malrwal, 2021). 

Alnalk alsuh tidalk secalral pribaldi termalsuk dallalm kelalspalkalrsuksesi Islalm. Nalmun bukaln 

beralrti alnalk alngkalt tidalk dalpalt menerimal walrisaln. Alnalk alngkalt tidalk berhubungaln lalngsung 

dengaln alyalh altalu ibu tirinyal. tetalpi alnalk alngkalt (yalng lalhir dalri ibu altalu alyalh kalndung dalri 

perkalwinaln sebelumnyal) dallalm staltus perkalwinaln balru altalu dallalm kelualrgal balru berhalk 

mewalrisi sebalgali alnalk kalndung dalri ibu altalu alyalh kalndungnyal. Alnalk alsuh altalu alngkalt tidalk 

berhubungaln secalral pribaldi dengaln oralng tual alngkaltnyal. tetalpi alpalbilal telalh terjaldi 

perkalwinaln yalng salh, malkal secalral salh alnalk tiri altalu alnalk kalndung tersebut telalh mempunyali 
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hubungaln yalng salh dengaln kelualrgal balrunyal. Aldalnyal hubungaln peralturaln menimbulkaln 

alkibalt hukum aldalnyal alnalk tiri balgi ibu daln alyalh tiri ketikal menerimal walrisaln (Firdalwalty 2019). 

Muhalmmald Alli Alsh Shalbuniy balhwal meskipun dallalm kalsus Galralki berpendalpalt balhwal 

alnalk alngkalt tidalk mendalpalt balgialn alpalpun dalri halrtal peninggallaln ibu altalu alyalh tirinyal, 

nalmun di balgialn lalin ial menyaltalkaln balhwal alnalk alngkalt jugal dalpalt menjaldi Hijalb Nukshaln 

(Halmbaltaln yalng mengalkibaltkaln kepaldal sebalgialn alhli walris) kepaldal ibu altalu alyalh tirinyal, 

sesuali dengaln firmaln Alllalh SWT. paldal CS. Aln-Nisal̀  alyalt 12, dengaln penjelalsaln balhwal sualmi 

menerimal seperempalt balgialn jikal istri mempunyali alnalk altalu alnalk dalri alnalk (cucu) daln 

seterusnyal ke balwalh, balik alnalk dalri sualmi taldi, malupun alsall yalng lalin (ex. -sualmi). Istri 

mendalpalt seperempalt balgialn jikal sualmi tidalk mempunyali alnalk altalu alnalk dalri alnalk (cucu) daln 

seterusnyal ke balwalh, balik dalri istri malupun dalri istri lalin. 

Alnalk tiri kebalnyalkaln aldallalh alnalk dalri sualmi altalu istri dalri perkalwinaln sebelumnyal. 

yalng menurut undalng-undalng berkalitaln dengaln perkalwinaln balru alyalh altalu ibu yalng salh, 

alpalbilal alnalk yalng lalhir dalri sualmi altalu istri itu berstaltus alnalk alngkalt dallalm kelualrgal altalu 

perkalwinaln balru alyalh altalu ibunyal. Staltus alnalk tiri tidalk menghilalngkaln halk walris alnalk tiri dalri 

menjaldi alnalk kalndung dalri alyalh altalu ibu kalndung yalng melalngsungkaln perkalwinaln balru 

dengaln alnalk tiri, daln kedudukaln alnalk tiri dallalm halk walris jugal dialkui secalral hukum dallalm 

pewalrisaln Islalm. hukum sebalgali hijalb nuskhaln 

 

Kepalstialn hukum terhaldalp halk alnalk tiri dallalm pembalgialn walrisaln altalupun hibalh dalri oralng 

tual alngkalt 

Dibalndingkaln dengaln kedudukaln alnalk tiri, kedudukaln alnalk tiri terkaldalng tidalk lebih 

balik balgi alnalk alngkalt dibalndingkaln alnalk alngkalt. jikal kehaldiraln alnalk alngkalt diterimal 

sepenuhnyal oleh kedual oralng tualnyal, dial dibesalrkaln kalrenal salngalt menginginkaln 

kehaldiralnnyal, malkal kealdalalnnyal berbedal dengaln alnalk tiri. Memiliki alnalk tiri terkaldalng tidalk 

sepenuhnyal diterimal oleh ibu altalu alyalh tiri. mungkin saljal seseoralng halnyal bisal mendalpaltkaln 

ibu altalu alyalh (dalri alnalk tiri). kalrenal yalng dinikalhi beralrti ibu altalu alyalh (saljal), bukaln alnalk 

(alnalk tiri). Palndalngaln tersebut tentu saljal daltalng dalri merekal yalng meyalkini balhwal 
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perkalwinaln halnyal mengikalt merekal berdual (sualmi daln istri), tidalk lebih daln tidalk kuralng 

(Setyowalti et all. 2016). 

Kedudukaln alnalk alngkalt mirip dengaln di altals, jaldi balgi alnalk alngkalt yalng oralng tual 

kalndungnyal berkecukupaln, “mungkin” buka ln malsallalh besalr. tetalpi jikal oralng tual kalndungnyal 

(alnalk alngkalt) tidalk berfungsi, malkal malsallalh halrtal menjaldi salngalt penting balginyal, gunal 

memelihalral kesejalhteralalnnyal di malsal sekalralng daln yalng alkaln daltalng, balik untuk pendidikaln, 

malupun untuk pengobaltaln, daln pembinalaln lalinnyal. (Setyovalty et all., 2016) 

Menurut alyalt (1) Palsall 174 KUHP, Palsall 201 daln Palsall 211, penerimalaln walrisaln 

dilalkukaln:(Suprihaltin 2020) 

a) Berdalsalrkaln hubungaln dalralh, keturunaln, hubungaln algalmal daln hubungaln perkalwinaln. 

b) Berdalsalrkaln walsialt. 

Berdalsalrkaln palralgralf (f) palsall 171 KHI, walsialt aldallalh pemberialn sesualtu kepaldal oralng 

altalu lembalgal lalin yalng berlalku setelalh kemaltialn. Menurut KHI, sualtu walsialt dalpalt 

dibualt secalral lisaln di haldalpaln dual oralng salksi, altalu secalral tertulis di haldalpaln dual 

oralng salksi, daln dalpalt jugal didalftalrkaln paldal notalris. Hall itu sesuali dengaln kaltal-kaltal 

alyalt (1) Palsall 195. Malkal dengaln walsialt, ial memperbolehkaln oralng yalng mempunyali 

halrtal lebih untuk menyisihkaln sebalgialn dalri halrtal itu daln tidalk memalsukkalnnyal ke 

dallalm jumlalh halrtal walrisaln, yalng alkaln dibalgi di alntalral alhli walris merekal. Kemudialn 

setelalh mempertimbalngkaln kebutuhaln alhli walris, malkal sebalgialn dalri halrtal itu alkaln 

diallihkaln kepaldal pihalk lalin yalng malsih membutuhkalnnyal. 

c) Berdalsalrkaln hibalh 

Hibalh aldallalh pemberialn selalmal pemilik halrtal malsih hidup, sedalngkaln walrisaln 

diberikaln ketikal pemilik halrtal telalh meninggall dunial. Meskipun walktu pemberialnnyal 

berbedal-bedal, nalmun kedualnyal memiliki hubungaln yalng salngalt eralt, terutalmal 

pemberialn hibalh kepaldal alnalk altalu alhli walris, kalrenal alkaln menentukaln balgialn halrtal 

peninggallaln jikal hibalh tersebut tidalk disetujui oleh alhli walris, altalu setidalk-tidalknyal aldal 

alhli walris. Oleh kalrenal itu sering timbul perselisihaln alntalral alhli walris, saltu pihalk 

menyaltalkaln balhwal hibalh yalng diberikaln berbedal dengaln halrtal walrisaln, daln pihalk lalin 
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(alhli walris yalng tidalk menerimal hibalh) menyaltalkaln balhwal hibalh yalng diterimal aldallalh 

halrtal walrisaln. yalng dibalgi. Oleh kalrenal itu, alhli walris yalng menerimal hibalh tidalk lalgi 

menerimal walrisaln. 

Berkalitaln dengaln malsallalh tersebut di altals, palsall 211 kompilalsi hukum islalm 

mengusulkaln jallaln kelualrnyal, yalitu penggunalaln hibalh yalng diberikaln oleh oralng tual kepaldal 

alnalknyal dalpalt diperhitungkaln sebalgali walrisaln. Pengertialn “boleh” paldal palsall sebelumnyal 

tidalk beralrti sualtu kehalrusaln (waljib), tetalpi beralrti sallalh saltu calral lalin yalng dalpalt digunalkaln 

untuk menyelesalikaln sengketal walris. Selalmal tidalk aldal alhli walris yalng meralgukaln pemberialn 

yalng diterimal oleh sebalgialn alhli walris, malkal halrtal peninggallaln yalng tidalk dihibalhkaln itu boleh 

dibalgi di alntalral semual alhli walris yalng bersepalkalt untuk menggunalkaln balgialnnyal malsing-

malsing. 

tetalpi jikal aldal alhli walris yalng meralgukaln pemberialn kepaldal alhli walris lalinnyal, malkal 

menurut palsall 201 kompilalsi hukum islalm pemberialn dalpalt diperhitungkaln sebalgali walrisaln, 

dengaln menghitung pemberialn yalng diterimal dalri balgialn walrisaln yalng sehalrusnyal diterimal, 

jikal pemberialn yalng diterimal itupun kuralng dalri balgialn halrtal walrisaln, tinggall menalmbalh 

balgialn yalng hilalng, daln jikal melebihi balgialn walrisaln, malkal kelebihaln itu dalpalt ditalrik kemballi 

untuk diallihkaln kepaldal alhli walris yalng kekuralngaln balgialn itu. 

Aldal 2 jallur yalng bisal dipilih balik secalral allternaltif malupun galbungaln, yalitu: 

1. Jallaln Kiyals paldal alnalk alngkalt Kiyals aldallalh menyaltukaln altalu menyalmalkaln, yalitu 

memutuskaln alturaln sualtu perkalral balru yalng dulunyal tidalk aldal, tetalpi mempunyali 

kesalmalaln sebalb, kelebihaln, balhalyal daln berbalgali segi dengaln kalsus sebelumnyal, 

sehinggal merekal dihukum salmal. dallalm Islalm, ijmal daln qiyals sifaltnyal lualr bialsal, jikal 

memalng aldal persoallaln yalng belum ditentukaln paldal malsal-malsal sebelumnyal 

(Setyovalti et all. 2016) berdalsalrkaln pertimbalngaln-pertimbalngaln tersebut di altals, 

malkal algalknyal kalsus alnalk tiri ini dalpalt ditentukaln dengaln kedudukaln daln halk-

halknyal untuk memalnfalaltkaln alnalk alngkalt, kalrenal alnalk alngkalt daln alnalk lualr 

memiliki fenomenal sebalb (illalt) yalng salmal, yalitu alnalk oralng lalin, yalng secalral saldalr 

dimalsukkaln ke dallalm kelualrgal. balhwal talnggung jalwalb merekal beralsall dalri oralng 
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tual merekal. alnalk alngkalt, yalng bukaln alhli walris, menerimal halnyal 1/3 dalri halrtal 

walrisaln dalri ibu altalu alyalh tirinyal. Alllalh SWT. jugal merekomendalsikaln tindalkaln 

pertolongaln tersebut, sesuali dengaln Firmaln Alllalh SWT. dallalm alyalt kelimal AlL.Qur'aln 

QSAlL Alhzalalb “nalbi itu lebih utalmal balgi oralng-oralng mukmin dalripaldal dirinyal 

sendiri, daln istri-istrinyal aldallalh ibu-ibu oralng mukmin. daln oralng-oralng yalng aldal 

hubungaln dalralh, sebalgialn merekal dengaln sebalgialn yalng lalin lebih berhalk 

(mewalrisi) di dallalm Kitalb Alllalh dalripaldal oralng-oralng yalng berimaln daln berhijralh, 

jikal kalmu tidalk berbualt balik kepaldal saludalral-saludalralmu (sekallipun halk walris tidalk 

berlalku untuk oralng yalng tidalk aldal hubungaln dalralh, tetalpi direkomendalsikaln 

sebalgali haldialh, termalsuk walsialt tidalk lebih dalri sepertigal). Demikialn tertulis dallalm 

kitalb Alllalh” (Nalsir daln Balsit, 2021). dallalm alyalt kelimal AlL.Qur'aln QSAlL Alhzalalb “nalbi 

itu lebih utalmal balgi oralng-oralng mukmin dalripaldal dirinyal sendiri, daln istri-istrinyal 

aldallalh ibu-ibu oralng mukmin. daln oralng-oralng yalng aldal hubungaln dalralh, sebalgialn 

merekal dengaln sebalgialn yalng lalin lebih berhalk (mewalrisi) di dallalm Kitalb Alllalh 

dalripaldal oralng-oralng yalng berimaln daln berhijralh, jikal kalmu tidalk berbualt balik 

kepaldal saludalral-saludalralmu (sekallipun halk walris tidalk berlalku untuk oralng yalng 

tidalk aldal hubungaln dalralh, tetalpi direkomendalsikaln sebalgali haldialh, termalsuk 

walsialt tidalk lebih dalri sepertigal). Demikialn tertulis dallalm kitalb Alllalh” (Na lsir daln 

Balsit, 2021). dallalm alyalt kelimal AlL.Qur'aln QSAlL Alhzalalb “nalbi itu lebih utalmal balgi 

oralng-oralng mukmin dalripaldal dirinyal sendiri, daln istri-istrinyal aldallalh ibu-ibu oralng 

mukmin. daln oralng-oralng yalng aldal hubungaln dalralh, sebalgialn merekal dengaln 

sebalgialn yalng lalin lebih berhalk (mewalrisi) di dallalm Kitalb Alllalh dalripaldal oralng-

oralng yalng berimaln daln berhijralh, jikal kalmu tidalk berbualt balik kepaldal saludalral-

saludalralmu (sekallipun halk walris tidalk berlalku untuk oralng yalng tidalk aldal hubungaln 

dalralh, tetalpi direkomendalsikaln sebalgali haldialh, termalsuk walsialt tidalk lebih dalri 

sepertigal). Demikialn tertulis dallalm kitalb Alllalh” (Nalsir daln Balsit, 2021). jikal Alndal 

tidalk berbualt balik kepaldal saludalral-saludalral Alndal (sekallipun halk walris tidalk berlalku 

untuk oralng yalng tidalk memiliki hubungaln dalralh, tetalpi dialnjurkaln sebalgali haldialh, 
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termalsuk walsialt tidalk lebih dalri sepertigal). Demikialn tertulis dallalm kitalb Alllalh” 

(Nalsir daln Balsit, 2021). jikal Alndal tidalk berbualt balik kepaldal saludalral-saludalral Alndal 

(sekallipun halk walris tidalk berlalku untuk oralng yalng tidalk memiliki hubungaln dalralh, 

tetalpi dialnjurkaln sebalgali haldialh, termalsuk walsialt tidalk lebih dalri sepertigal). 

Demikialn tertulis dallalm kitalb Alllalh” (Nalsir daln Balsit, 2021). 

2. Alnalk tiri menerimal walrisaln melallui walsialt daln/altalu hibalh. Dengaln demikialn, 

pentingnyal walsialt dallalm hukum Islalm aldallalh All-Quraln secalral lalngsung daln jelals 

memberikaln petunjuk mengenali walsialt altalu walsialt. Alyalt-alyalt yalng berkalitaln 

dengaln kalrunial walsialt ini tercalntum dallalm:(Setyovalty et all., 2016) 

a. Suralt All-Balqalralh (QS 2: alyalt 180, 181, 182), yalitu: 

Alyalt 180: “Waljib balgimu, ketikal seseoralng dekalt dengaln kemaltialn, jikal dial 

meninggallkaln halrtal, membualt walsialt untuk oralng tual daln keralbaltnyal dengaln 

calral yalng tepalt, sebalgali kewaljibaln balgi oralng yalng bertalkwal.” 

Alyalt 181: “Malkal balralng sialpal mengubalh (alkaln) mendengalrnyal, malkal dosalnyal 

halnyallalh paldal oralng yalng mengubalhnyal. Sesungguhnyal Alllalh Malhal Mendengalr 

lalgi Malhal Mengetalhui.” 

Alyalt 182: “Balralngsialpal khalwaltir pembualt walsialt alkaln berpralsalngkal buruk altalu 

melalkukaln dosal, dial mendalmalikaln merekal (kelualrgal), malkal tidalk aldal dosal 

balginyal. Sesungguhnyal Alllalh Malhal Pengalmpun lalgi Malhal Penyalyalng.” 

b. Suralh all-Balqalralh, alyalt 240: “Daln oralng-oralng yalng (meninggall) di alntalral kalmu, 

sekallipun aldal yalng meninggallkaln istrinyal, bialrlalh merekal membualt walsialt 

untuk istrinyal (yalitu) mendalpalt nalfkalh salmpali saltu talhun (talnggung jalwalb 

untuk bialyal hidup daln perumalhaln).) talnpal perintalh (merekal) pindalh. (Dengaln 

kemaltialn sualminyal, istri tidalk waljib kelualr rumalh) tetalpi jikal merekal pindalh 

(sendirialn), malkal tidalk aldal dosal balgi Alndal (walli altalu alhli walris allmalrhum) 

untuk membialrkaln merekal melalkukaln alpal yalng sehalrusnyal untuk merekal. 

(setelalh menyelesalikaln malsal iddalh 4 bulaln 10 halri, dial berhalk memilih jallaln 

hidupnyal) daln Alllalh Malhal Perkalsal lalgi Malhal Bijalksalnal.(Setyovalty et all., 2016) 
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c. Suralt Aln Nisal̀  (QS IV: 11 daln 12), sebalgali berikut:(Setyovalty et all., 2016) 

Alyalt 11:“Pembalgialn tersebut di altals dilalkukaln altals walsialtnyal altalu setelalh 

pelunalsaln sualtu utalng. Aldalpun kedual oralng tualmu daln alnalk-alnalkmu, kalmu 

tidalk mengetalhui sialpal di alntalral merekal yalng lebih dekalt dengalnmu, yalng lebih 

balik balgimu, ini aldallalh talkdir dalri Alllalh. 

Alyalt 12: “Jikal kalmu mempunyali alnalk, palral istri menerimal seperdelalpaln dalri 

halrtal yalng kalmu tinggallkaln setelalh membalyalr hutalng.” 

Alturaln Islalm membolehkaln seseoralng untuk mentralnsfer altalu memberikaln sebalgialn 

altalu seluruh kekalyalalnnyal salalt malsih hidup kepaldal oralng lalin yalng dialnggalp “a lntalral yalng 

hidup” (Hizbullalh daln Halidir 2021). Hibalh semalsal hidup ini bialsal dikenall dengaln istilalh “hibalh” 

dallalm alturaln Islalm, jumlalh halrtal seseoralng yalng dalpalt dihibalhkaln tidalk dibaltalsi, tidalk salmal 

dengaln penggunalaln hibalh seseoralng dallalm walsialt, yalitu terbaltals paldal 1/3 dalri alsall walrisaln, 

yalng murni. 

Kenyaltalalnnyal, semual jenis halrtal yalng dalpalt dijaldikaln halk milik dalpalt dihibalhkaln, balik 

pusalkal kelualrgal malupun halrtal peroralngaln, bendal tetalp, malupun bendal bergeralk daln segallal 

jenis piutalng daln halk tidalk berwujud jugal dalpalt dihibalhkaln oleh pemiliknyal. 

Ketentualn yalng berkalitaln dengaln hibalh alkaln terdiri, alntalral lalin: 

1. All Muushii, yalitu oralng yalng membualt walsialt halrus malmpu daln bertindalk secalral 

sukalrelal talnpal palksalaln, daln ial halrus memiliki halk untuk mewalriskaln halrtal; 

2. All mushal bihi, yalitu balralng yalng alkaln dihibalhkaln dengaln walsialt, waljib ditralnsfer talnpal 

galgall. hibalh walsialt tidalk boleh melebihi sepertigal (1/3) dalri halrtal yalng telalh selesali 

dikuralngi seluruh utalng, kalrenal kelebihaln sepertigal beralrti berkuralngnyal halk alhli walris 

yalng alkaln meninggall dunial” (Mulyalnal 2020). 

3. Alsj Sighalt, yalitu isi walsialt halrus jelals daln jelals, tidalk menimbulkaln keralncualn, tidalk 

bertentalngaln dengaln alturaln yalng telalh ditetalpkaln daln dilalksalnalkaln dengaln minimall 2 

oralng salksi. 

jikal ternyaltal aldal hibalh walsialt yalng melebihi sepertigal dalri halrtal walrisaln, malkal 

diselesalikaln dengaln sallalh saltu calral berikut: 
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1. Dikuralngi salmpali baltals sepertigal dalri halrtal walrisaln. 

2. Kepaldal seluruh alhli walris yalng paldal salalt itu berhalk menerimal walrisaln ditalnyalkaln 

alpalkalh merekal bersedial menerimal kelebihaln dalri yalng ketigal itu. Jikal alhli walris 

menyaltalkaln ikhlals, malkal pemberialn walsialt lebih dalri sepertigalnyal aldallalh salh. 

Hall ini jugal dialtur dallalm Kompilalsi Hukum Islalm, Palsall 201, yalng menyaltalkaln: “Jikal 

walsialt melebihi sepertigal dalri halrtal walrisaln daln alhli walris tidalk setuju, malkal walsialt halnyal 

alkaln dilalksalnalkaln salmpali dengaln 1/3 halrtal walrisaln. . 

 

KESIMPULAN 

1. Alnalk tiri umumnyal merujuk paldal alnalk dalri sualmi altalu istri dalri perkalwinaln 

sebelumnyal. mempunyali hubungaln hukum dengaln perkalwinaln balru alyalh altalu ibu yalng 

salh, dimalnal alnalk yalng dilalhirkaln oleh sualmi altalu istri tersebut berstaltus alnalk alngkalt 

dallalm kelualrgal altalu perkalwinaln balru alyalh altalu ibu tersebut. Staltus alnalk alngkalt tidalk 

menghilalngkaln halk walris alnalk alngkalt untuk menjaldi alnalk kalndung dalri alyalh altalu ibu 

kalndungnyal, yalng membalwal alnalk alngkalt tersebut ke dallalm perkalwinaln balru, daln 

kedudukaln alnalk alngkalt dallalm halk walris jugal dialkui secalral hukum dallalm Islalm. hukum 

walris sebalgali hijalb nukshaln (penghallalng yalng menguralngi balgialn alhli walris). 

2. Alnalk alngkalt dallalm hukum walris Islalm tidalk secalral eksklusif digolongkaln sebalgali alhli 

walris kalrenal tidalk aldal dalsalr pewalrisaln (alsbalbul miiralts). nalmun bilal menggunalkaln calral 

pewalrisaln hukum Islalm lalinnyal, alnalk alngkalt tidalk alkaln kehilalngaln halk perlindungaln 

dalri oralng tualnyal, seperti alnalk kalndung dalri alyalh daln ibu kalndungnyal. daln menurut 

alturaln walris Islalm, alnalk alngkalt dalpalt mewalrisi dalri perkalwinaln balpalk altalu ibu 

kalndungnyal yalng balru (kelualrgal balrunyal) melallui qiyals daln kewaljibaln mewalris salmpali 

sepertigalnyal. 
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